Menimbang

Mengingat

SALINAN

WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Walikota wajib mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk

memperoleh persetujuan bersama,;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 4
Agustus 2022;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di
Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3242);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan  Peraturan Kepala Daerah  tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 431);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 926);

18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor
36/D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

Menetapkan

dan

WALIKOTA MOJOKERTO
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya  disingkat APBD adalah  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.

3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Mojokerto.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023
direncanakan sebesar Rp958.176.120.863,- (sembilan
ratus lima puluh delapan milyar seratus tujuh puluh enam
juta seratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh tiga
rupiah), yang bersumber dari:



-5-

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Pendapatan Transfer; dan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(1)

Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar
Rp225.135.713.697,- (dua ratus dua puluh lima milyar
seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu
enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri
atas:

a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;

c. Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang
dipisahkan; dan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp59.092.500.000,-
(ima puluh sembilan milyar sembilan puluh dua juta

lima ratus ribu rupiah).

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp10.409.813.688,-
(sepuluh milyar empat ratus sembilan juta delapan ratus
tiga belas ribu enam ratus delapan puluh delapan
rupiah).

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp4.040.000.000,- (empat milyar
empat puluh juta rupiah).

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp151.593.400.009,- (seratus
lima puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga
juta empat ratus ribu sembilan rupiah).

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar
Rp733.040.407.166,- (tujuh ratus tiga puluh tiga milyar
empat puluh juta empat ratus tujuh ribu seratus enam
puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan



b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp644.064.080.000,- (enam ratus empat puluh empat
milyar enam puluh empat juta delapan puluh ribu
rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp88.976.327.166,- (delapan puluh delapan milyar
sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua
puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar
RpO,- (nol rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Hibah;

b. Dana Darurat; dan

c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
direncanakan sebesar Rp1.155.211.990.318,- (satu trilyun
seratus lima puluh lima milyar dua ratus sebelas juta
sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan belas
rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Operasi;

b. Belanja Modal;

c. Belanja Tidak Terduga; dan

d. Belanja Transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar
Rp902.745.307.291,- (sembilan ratus dua milyar tujuh
ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu dua
ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa;

c. Belanja Bunga;
d. Belanja Hibah; dan



(2)

(4)

(1)
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e. Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp346.737.435.617,-
(tiga ratus empat puluh enam milyar tujuh ratus tiga
puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam
ratus tujuh belas rupiah).

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp499.899.297.788,- (empat ratus sembilan puluh
sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan
juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus

delapan puluh delapan rupiah).

Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp5.760.884.123,- (lima
milyar tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus
delapan puluh empat ribu seratus dua puluh tiga
rupiah).

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp40.655.939.763,-
(empat puluh milyar enam ratus lima puluh lima juta
sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus
enam puluh tiga rupiah).

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp9.691.750.000,- (sembilan milyar enam ratus
sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar
Rp246.129.943.825,- (dua ratus empat puluh enam
milyar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus
empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima
rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin,;

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;

Belanja Modal Tanah pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar RpO,- (nol rupiah).



(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp41.111.807.154,- (empat puluh satu milyar seratus
sebelas juta delapan ratus tujuh ribu seratus lima puluh
empat rupiah).

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp112.745.729.687,- (seratus dua belas milyar tujuh
ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh
sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).

(5) Belanja  Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp89.229.882.660,- (delapan
puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh sembilan
juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus
enam puluh rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp3.042.524.324,- (tiga milyar empat puluh dua juta
lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh

empat rupiah).
Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp6.336.739.202,- (enam milyar tiga ratus tiga puluh enam
juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua
rupiah).

Pasal 11

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar RpO,- (nol rupiah),
yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil; dan

b. Belanja Bantuan Keuangan.

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023
direncanakan sebesar Rpl197.035.869.455,- (seratus
sembilan puluh tujuh milyar tiga puluh lima juta delapan
ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima

rupiah), yang terdiri atas:
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a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana

(1)

(2)

(3)

dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan
sebesar Rp223.818.274.455,- (dua ratus dua puluh tiga
milyar delapan ratus delapan belas juta dua ratus tujuh
puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah),
yang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya; dan

b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp188.907.463.882,-
(seratus delapan puluh delapan milyar sembilan ratus
tyuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan

ratus delapan puluh dua rupiah).

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp34.910.810.573,- (tiga puluh
empat milyar sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus
sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 14

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan
sebesar Rp26.782.405.000,- (dua puluh enam milyar
tuyjuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus lima
ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah; dan

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar RpO,- (nol
rupiah).

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp26.782.405.000,- (dua puluh
enam milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat
ratus lima ribu rupiah).
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(2)
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Pasal 15

Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk
mendanai keadaan darurat dan keperluan mendesak
yang belum tersedia anggarannya dalam rancangan
APBD.

Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan
darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah APBD atau dalam hal Pemerintah
Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka
pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan

realisasi anggaran.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial

dan/atau kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat

mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam

tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-

undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.

Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;
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11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
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Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan
Pemerintahan  Daerah, Organisasi, Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan
Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta
Keluaran;

Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan
Standar Pelayanan Minimal;

Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan
APBD;

Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan
PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional
dengan Program Prioritas Daerah;

Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan;

Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal;

Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang
Direncanakan;

Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;

Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah; dan

Lampiran XVII Sinkronisasi Major Project dengan
Dukungan Program Prioritas Daerah.

Pasal 17

Ketentuan mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran
2023 diatur dalam Peraturan Walikota.
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Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 21 Desember 2022
WALIKOTA MOJOKERTO,
ttd.
IKA PUSPITASARI
Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 21 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA
MOJOKERTO,
ttd.
GAGUK TRI PRASETYO, ATD, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19680206 199301 1 002
LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2022 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR :
214-7/2022.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

MOKHAMAD TURATMONO, S.H.

Penata Tingkat I
NIP. 19650704 199302 1 005
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